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BAB II 

PERJANJIAN BAKU DALAM HUKUM PERDATA 

A. Pengertian Perjanjian Baku 

Perjanjian baku adalah suatu bentuk Perjanjian yang memuat syarat-syarat 

tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak. Perjanjian baku, artinya sama dengan 

perjanjian adhesi yang sifatnya bergantung kepada satu pihak apakah berminat 

melakukan kontrak atau membatalkannya. 

Perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah asing yakni standaard contract. 

Dimana baku atau standar memiliki arti sebagai tolak ukur, yakni pedoman atau 

patokan bagi konsumen dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak 

pengusaha. Dalam hal ini, yang dibakukan adalah model, rumusan dan ukuran. 

Artinya, tidak dapat diganti atau diubah lagi, karena produsen telah membuat atau 

mencetaknya dalam bentuk blanko tetap berupa naskah perjanjian lengkap dengan 

syarat-syarat perjanjian dan syarat-syarat baku yang wajib dipenuhi konsumen. 

Adapun pengertian perjanjian baku adalah: 

1. Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan 

dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “standart contract”. 

Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau 

pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan 
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pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, 

rumusan dan ukuran
32

. 

2. Menurut Sluitjer mengatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan 

perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti 

pembentuk Undang-Undang swasta. Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha 

dalam perjanjian itu adalah Undang-Undang, bukan perjanjian, sebab 

kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu seperti pembentuk Undang-

Undang swasta. Syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu 

adalah Undang-Undang bukan merupakan perjanjian. 

3. Menurut Sutan Remi Sjahdeni perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir 

seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya 

pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta 

perubahan. Yang belum dibakukan adalah beberapa hal saja, misalnya yang 

menyangkut jenis, harga, jumlah , warna, tempat, waktu, dan beberapa hal 

lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang 

dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Oleh 

karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, bila dibuat oleh 

notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-

klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain 

yang tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta 
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perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta 

notaries itu pun adalah juga perjanjian baku. 

4. Menurut Mariam Darus Badrulzaman perjanjian standar yaitu perjanjian yang 

isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Ia menyimpulkan 

bahwa perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak 

yang bertanggung jawab. Terlebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum 

nasional, dimana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang lebih 

didahulukan. Dalam perjanjian standar kedudukan pelaku usaha dan 

konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak pelaku usaha, 

membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. 

Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya tidak kewajibannya. Menurutnya 

perjanjian standar ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu 

perlu ditertibkan. 

Mariam Darus mengajukan definisi terhadap penggunaan dua jenis perjanjian 

standar umum dan khusus,yakni: 

“ Perjanjian standar umum ialah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan 

terlebih dahulu oleh kreditur kemudian disodorkan pada debitur (seperti perjanjian 

kredit bank). Perjanjian standar khusus dinamakan terhadap perjanjian standar yang 

ditetapkan pemerintah, baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak 

ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah”
33
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Kontrak baku adalah kontrak yang telah dibuat secara baku, atau dicetak 

dalam jumlah yang banyak dengan blangko untuk beberapa bagian yang menjadi 

obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang yang 

ditransaksikan dan sebagainya sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak 

lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan 

dalam kontrak.
34

 

Ada pendapat beberapa ahli hukum mengenai keabsahan kontrak baku adalah 

sebagai berikut; 

1. Pitlo berpendapat bahwa kontrak baku merupakan kontrak paksaan (dwang 

contract) karena kebebasan para pihak yang dijamin oleh ketentuan pasal 1338 

KUH Perdata sudah dilanggar sedangkan pihak yang lemah terpaksa 

menerimanya sebab mereka tidak mampu berbuat lain. 

2. Sluyter berpendapat bahwa perbuatan kreditur secara sepihak menentukan isi 

kontrak standar secara materill melahirkan pembentuk undang-undang swasta 

(legio particuliere wetgevers). 

3. Stein berpendapat bahwa dasar berlakunya kontrak baku atau standar adalah de 

fictie van will of vertrouwen sehingga kebebasan kehendak yang sungguh-

sungguh tidak ada pada para pihak, khususnya kreditur.
35

 

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen (UUPK), klausula baku dimaknai setiap aturan atau 
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ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu 

secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau 

perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen. 

Istilah klausul baku beraneka ragam, ada yang menggunakan klausul eksemsi, 

klausul eksenorasi, onredelijk bezwarend (Belanda), unreasonably (Inggris), 

exemption clause (Inggris), exculpatory clause (Amerika). Mariam Darus 

Badrulzaman menyatakan bahwa klausul eksonerasi adalah klausul yang berisi 

pembatasan pertanggung jawaban dari kreditur. Sutan Remy Sjahdeini menyatakan 

bahwa klausul eksemsi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau 

membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainya dalam hal 

yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya 

yang ditentukan dalam perjanjian tersebut
36

. 

Klausul baku merupakan aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang 

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang 

dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi. 

Jadi yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, bukan 

mengenai isinya. Sedangkan klausul eksonerasi tidak sekedar mempersoalkan 

prosedur pembuatannya, melainkan juga isinya yang bersifat pengalihan kewajiban 

tanggung jawab pelaku usaha. 

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kedua istilah tersebut berbeda. 

Artinya klausul baku adalah klausul yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, tetapi 
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isinya tidak boleh mengarah kepada klausul eksonerasi. Hal ini sesuai dengan pasal 

18 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang 

dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk membuat atau 

mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian jika 

menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Dan pada ayat (2) dipertegas  

dengan menyatakan bahwa klausul baku harus diletakkan pada tempat yang mudah 

terlihat dan jelas dapat dibaca dan mudah dimengerti, jika hal tersebut tidak 

terpenuhi, maka klausul baku batal demi hukum.  

Perjanjian baku memiliki ciri yang bersifat uniform, yaitu keuntungan dari 

kontrak ini adalah semua pelanggan dalam perusahaan akan mempunyai syarat-syarat 

yang sama. Oleh karena itu, syarat sahnya kontrak baku harus ditinjau, diantaranya 

adalah: 

a. Syarat kausa yang halal, terutama apabila terdapat penyalah gunaan keadaan; 

b. Syarat kausa yang halal terutama apabila terdapat unsur pengaruh yang tidak 

pantas 

c. Syarat kesepakatan kehendak, terutama apabila ada keterpaksaan atau 

ketidakjelasan dari salah satu pihak.
37

 

B. Jenis-jenis Perjanjian Baku 

Mariam Darus juga mengajukan tiga jenis standaard contract
38

 (perjanjian 

baku) sebagai berikut: 
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a. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak 

yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat lazimnya 

adalah kreditur karena mempunyai ekonomi yang lebih kuat dibandingkan 

pihak debitur. 

b. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah adalah perjanjian baku yang 

isinya ditetapkan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum 

tertentu, misalnya terhadap perjanjian yang berhubungan dengan objek hak-hak 

atas tanah. Dalam bidang agrarian, misalnya formulir-formulir perjanjian 

sebagaiman yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 

1997 No. 104/Dja/1977 berupa antara lain akta jual beli. 

c. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokat adalah 

perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi 

permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan Notaris atau 

Advokat bersangkutan. 

C. Persyaratan Kontrak Baku 

Kontrak standar (baku) yang diterapkan di Indonesia didasari asas kebebasan 

berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, yaitu semua 

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Adapun persetujuan yang dimaksud dengan dibuat secara sah adalah 

segala persetujuan yang memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana diatur di dalam 

pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
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b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

c. Suatu hal tertentu 

d. Suatu sebab yang halal 

Dua syarat yang pertama adalah syarat yang menyangkut subjeknya, 

sedangkan dua syarat yang terakhir adalah mengenai objeknya. Suatu perjanjian 

yang mengandung cacat pada subjeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut 

batal dengan sendirinya, tetapi memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, 

sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya adalah batal demi hukum. 

Kontrak baku harus memperhatikan prinsip hukum kontrak yang utama,
39

 

yaitu sebagai berikut 

a. Prinsip kesepakatan kehendak dari para pihak 

b. Prinsip asumsi resiko dari para pihak 

c. Prinsip kewajiban membaca 

d. Prinsip kontrak mengikuti kebiasaan 

Pembuatan klausul baku disyaratkan sebagai berikut 

a. Bentuk klausul baku jelas dan mudah dibaca 

b. Kalimat yang digunakan mudah dipahami 

c. Klausul baku merupakan klausul yang diperbolehkan undang-undang dan syariat 

Islam. 

Lebih lanjut pasal 18 ayat 1 UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang 

mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila: 
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a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. 

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang 

yang dibeli konsumen. 

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang 

dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen 

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang 

berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan 

jasa yang dibeli oleh konsumen. 

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau 

mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.  

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, 

tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh 

pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. 

h. Menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada pelaku usaha untuk 

pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang 

dibeli oleh konsumen secara angsuran. 

dan dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula 

baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang 

pengungkapannya sulit dimengerti. 
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D. Klausula Eksemsi 

Sumber malapetaka dalam suatu kontrak baku adalah terdapatnya beberapa 

klausula dalam kontrak tersebut yang memberatkan salah satu pihak. Klausula berat 

sebelah ini biasa disebut klausula eksemsi (exemtion clause), dalam bahasa belanda 

disebut dengan istilah exoneratie clausule. Yang dimaksud klausula eksemsi adalah 

suatu klausul dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab 

dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi padahal menurut hukum, tanggung 

jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.
40

 

Dalam KUH Perdata terdapat asas hukum yang dapat dipakai sebagai tolok 

ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausul dalam kontrak baku 

merupakan klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. 

Pasal 1337 dan pasal 1339 KUH Perdata dapat dipakai sebagai salah satu tolok ukur 

yang dimaksud.
41

 Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu kausa adalah 

terlarang apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan 

moral atau dengan ketertiban umum. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau 

klausula-klausula suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, 

moral dan ketertiban umum. 

Keabsahan kontrak baku ditentukan dari apakah kontrak baku tersebut berat 

sebelah atau tidak dan apakah mengandung klausula secara tidak wajar sangat 

memberatkan bagi pihak lainnya sehingga kontrak baku tersebut dapat menindas dan 
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tidak adil bagi pihak yang menggunakan kontrak baku tersebut. Maksut berat sebelah 

disini adalah dalam kontrak tersebut hanya mencantumkan hak-hak dari salah satu 

pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan kontrak baku tersebut) tanpa 

mencantumkan apa yang menjadi kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya atau 

terutama menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang 

menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan. 

E. Hak dan Kewajiban 

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu 

transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun 

sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak lain. Keduanya saling 

berhadapan dan diakui dalam hukum islam. Secara umum pengertian hak adalah 

sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita 

laksanakan.
42

 

1. Pengertian Hak 

Dalam kamus besar, terdapat banyak sekali pengertian dari kata hak. Salah 

satu arti dari kata “hak” menurut bahasa adalah: kekuasaan yang benar atas sesuatu 

atau untuk menuntut sesuatu. Arti lain adalah: wewenang menurut hukum. Menurut 

ulama fiqih, pengertian hak antara lain: 

a. Menurut sebagian ulama mutaakhirin: hak adalah sesuatu hukum yang telah 

ditetapkan secara syara’. 
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b. Menurut Syekh Ali Al-Khafifi: hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara 

syara’. 

c. Menurut ustadz Mustafa Az-Zarqa (ahli fiqih Yordania asal Suriah): hak adalah 

suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara’ suatu kekuasaan atau taklif. 

d. Menurut Ibnu Nujaim: hak adalah suatu kekhususan yang terlindungi.  

2. Pengertian Kewajiban 

Kata kewajiban berasal dari kata “wajib” yang diberi imbuhan ke-an. Dalam 

pengertian bahasa kata wajib berarti: (sesuatu) harus dilakukan, tidak boleh tidak 

dilaksanakan. sedangkan kewajiban yang dimaksud disini yaitu dalam pengertian 

akibat hukum dari suatu akad yang biasa diistilahkan sebagai iltizam. 

Secara istilah iltizam adalah akibat hukum yang mengharuskan pihak lain 

berbuat memberikan sesuatu atau melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat 

sesuatu.
43

 

3. Sumber Hak 

Ulama fiqih mengemukakan bahwa sumber hak ada lima (5) yaitu: 

a. Syara’, seperti berbagai ibadah yang diperintahkan. 

b. Akad, seperti akad jual beli, wakaf dan wadiah. 

c. Kehendak pribadi, seperti nazar atau janji. 

d. Perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi hutang orang orang lain. 

e. Perbuatan yang menimbulkan mudarat bagi orang lain, seperti mewajibkan ganti 

rugi akibat kelalaian dalam menjaga barang titipan.
44
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4. Hak dan Kewajiban Konsumen 

Dalam UUPK pasal 4 Nomor 8 tahun 1999 menetapkan hak-hak konsumen 

sebagai berikut: 

a. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

atau jasa. 

b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapat barang atau jasa tersbut 

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan. 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan 

barang atau jasa. 

d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang atau jasa yang 

digunakan. 

e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen secara patut. 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pembinaan konsumen. 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak 

diskriminatif. 

h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang 

dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya. 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. 
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Dengan diaturnya hak-hak konsumen maka terdapat suatu kewajiban bagi 

pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha tersebut yaitu: 

a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan 

pemeliharaan. 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

d. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. 

e. Member kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang 

atau jasa tertentu serta member jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan 

diperdagangkan. 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. 

g. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang atau jasa 

yang diterima tidak sesuai perjanjian
45

. 

F. Wanprestasi dalam Perjanjian 

1. Pengertian Wanprestasi 

Dalam pelaksanaa perjanjian dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak 

memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wanprestasi 
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adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya debitur tidak 

dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan 

dalam keadaan memaksa.
46

 

2. Bentuk dan Wujud Wanprestasi 

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, terkadang hasil yang dicapai tidak 

menutup kemungkinan terjadi ketidaksesuaian dengan yang sebagaimana tercantum 

dalam perjanjian awal. Bentuk dan wujud ketidak sesuaian ini dapat digolongkan 

menjadi tiga golongan, yaitu: 

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. 

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. 

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. 

3. Akibat Hukum yang Timbul dari Wanprestasi 

Suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak 

yang wajib berprestasi (pengelola) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas 

prestasi tersebut. Masing-masing pihak tersebut bisa terdiri dari satu orang atau 

lebih, bahkan dalam perkembangan ilmu hukum pihak tersebut juga bisa berbadan 

hukum satu atau lebih. 

Wanprestasi yang ditimbulkan oleh pihak pengelola akan berdampak pada 

kerugian konsumen, maka dari itu pengelola diharuskan membayar ganti rugi yang 

diderita konsumen. Hal ini berdasarkan pada KUH Perdata pasal 1356 yang 

menyatakan bahwa “ setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa 
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kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu 

karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Adapun akibat hukum 

yang timbul karena kelalaian dalam menjalankan usahanya maka konsumen 

mempunyai hak diantaranya: 

a. Menuntut pemenuhan perikatan. 

b. Menuntut pemutusan perikatan apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik 

menurut pembatalan perikatan. 

c. Menuntut ganti rugi 

d. Menuntut pemenuhan perikatan disertai dengan ganti rugi. 

e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.
47

 

G. Konsep Perjanjian Baku Dalam Hukum Perdata 

Dari penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa perjanjian baku 

adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih 

dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan 

atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen. Disini pihak 

konsumen tidak mempunyai kekuatan tawar-menawar dalam menentukan isi kontrak 

dengan pihak pengusaha. Pihak pengusaha tinggal menyodorkan isi kontrak tersebut 

kepada konsumen dan konsumen tinggal menyetujui “Ya” atau “Tidak”. 

Dalam pembuatan perjanjian baku pada prakteknya diharuskan untuk tidak 

menggunakan klausul eksemsi. Klausul eksemsi adalah suatu klausul dalam kontrak 

yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi 
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wanprestasi, padahal menurut hukum tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan 

kepadanya. Dengan adanya klausul eksemsi maka hak dan kewajiban menjadi tidak 

terpenuhi, oleh sebab itu pencantuman klausul eksemsi tidak diperbolehkan. 

perjanjian baku dikatakan sah apabila sesuai dengan Undang-Undang dan 

tidak bertentangan dengan kesusilaan. Seperti yang dijelaskan dalam UUPK pasal 18 

ayat 1, bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan  klausul baku dalam perjanjian 

yang dibuatnya apabila: 

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. 

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang 

yang dibeli konsumen. 

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang 

dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen 

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang 

berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan 

jasa yang dibeli oleh konsumen. 

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau 

mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.  

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, 

tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh 

pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. 
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h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk 

pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang 

dibeli oleh konsumen secara angsuran. 

Pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau 

bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas karena pengungkapannya 

sulit dimengerti. Dan yang mejadi paling penting dalam pelaksanaan perjanjian baku 

adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya tanpa ada unsur paksaan 

sedikitpun, Karena pada dasarnya dalam mencapai kata sepakat seseorang  memiliki 

kebebasan. Kebebasan tersebut  yaitu mengenai sepakat atau tidak, menandatangani 

perjanjian atau tidak. Di sisi lain dia dapat memilih dengan siapa dia akan membuat 

perjanjian. 


